Menimbang

a.

WALIKOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI
NOMOR :14 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI NOMOR 07 TAHUN 2018
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI TAHUN ANGGARAN 2018. |
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGBALAL,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 01 Tahun 2018 tentang

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2018 telah ditetapkan Peraturan

Walikota Tanjungbalai Nomor 07 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Tanjungbalai Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018;

bahwa untuk meémenuhi ketentuan pasal 102 ayat (2) huruf b permendagri Nomor 21 Tahun 2011, tentang
Perubahan Kedus atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
KeuanganDaerah yang berbunyi: untuk belanja mencakup lokasi kegiatan dan belanja yang bersifat khusus
dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, sumber pendanaannya dicantumkan dalam kolom penjelasan;




Mengingat

bahwa dalam rangka memenuhi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/159/KPTS/2018 tentang
Rincian Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu melakukan
Perubahan atas Peraturan Walikota Tanjunghbalai Nomor 07 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2018 dengan Peraturan Walikota;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1956,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomos. 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuéngan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);




10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional {(Lembar-1 Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 };

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lemb=: 1 Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negz=~ Xepublil:
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan {(Lembz:~+1 Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 No 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Ind cxt’a Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan-Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana tela:: diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua ataz Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Toxan 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah ngkat II
Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan ( LNRI Tahun 1987 Nomor 41, TLNRI Nomor 3361 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan W <-! Kepala
Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indones1a Tahun 2000 nomor 210, Tambahan Lembaran Negarz Republik

- Indonesia 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, ‘fexmbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah yang teral . . dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah ifomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembarz:: Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4712); '




15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia ‘I'ahun 2005 Nomor 49, ‘fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); ~

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593),

Peraturan Pemermtah ‘Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintab
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)




26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
PemerintahNomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1951, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana beberapa kali telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang
perubahan keempat atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah denga Peraturan
Menteri .Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian dan Bantuan Hibahyang bersumber dari Anggaran dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009 tenténg Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota
Tanjungbalai. ' '




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI NOMOR 07
: TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 07 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Tanjungbalai (Berita Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2018 Nomor 07) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, seﬁingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2018 terdiri d ari:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 69.060.641.086,-
b. Dana Perimbangan Rp. 530.190.296.000,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah ' Rp. 48.522.113.142 - '
Jumlah Pendapatan Rp. 647.773.050.228,-
2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung ,
1) Belanja Pegawai = . Rp. 301.946.298.775,-
2) Belanja Bunga ‘ ' - Rp. 0,-
3) Belanja Subsidi : Rp. 0,-
4) Belanja Hibah Rp. 6.795.000.000,-
5) Belanja Bantuan Sosial = » Rp. 17.583.000.000,-

6) Belanja Bagi Hasil ‘ A Rp. 0,-




7) Belanja Tak Terduga Rp. 640.983.873,-

. 8) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 800.000.000,-
- b. Belanja Langsung. :
1) Belanja Pegawai Rp. 32.887.074.438,-
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 205.314.787.003,-
3) Belanja Modal Rp. 287.505.906.139,-
Jumlah Belanja . Rp. 853.473.050.228 -
Surflus / (Defisit) j (Rp. 205.700.000.000,-)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp. 210.000.000.000,-

b. Pengeluaran Rp. 4.300.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 205.700.000.000,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan Rp _ 0,-

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

" Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.




Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Tanjungbalai. -

Ditetapkan di Tanjungbalai.
pada tanggal {f A{zn’lr 2018

WALIKOTA TANJUNGBALAI

xr

M.SYAHRIAL

Diundangkan di Tanjungbalai
padatanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA

f r

IBDI NUSA

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2018 NOMOR /6/




